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I SALINAN I 

WALIKOTA SIBOLGA 

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA 
, 

NOMOR 17 TAHUN 2015 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SIBOLGA, 

Menimbang 

Mengingat 

I ' 

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya 
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2015 
ten tang Pedoman Pembentukan Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan pada tanggal 22 April 
2015 dan telah diundangkan dengan Lembaran 
Daerah Kota Sibolga Nomor 3 pada tanggal 29 April 
2015,  dan untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan 
Peraturan W alikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 'sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
W alikota ten tang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2015 ten tang 
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan; 

1 .  Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421 ) ;  

3. Undang-Undang... 



, 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan . Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 /HUK/2010 
tentang Pedoman Dasar Karang Taruna; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013  
tentang Pemberdayaan Masyarakat Melali Gerakan 
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga; 

MEMUTUSKAN . . .  



Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN 
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 
KELURAHAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan W alikota ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kota Sibolga. 

2. 
4  

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

I  '  

10. 

1 1.  

Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah 
Pemerintah Kota Sibolga. 

Kata adalah Kata Sibolga. 

Walikota adalah Walikota Sibolga. 

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota 
Sibolga dalam wilayah kerja Kecamatan. 

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah 
dalam memberdayakan masyarakat. 

Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara 
aktif dalam proses perencanaan pembangunan; 

Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial 
ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di 'segala bidang 
termasuk di Kelurahan. 

Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari 
wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui 
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh 
Lurah. 

Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 
Lurah. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya 
disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dib~ntuk atas 
prakarsa masyarakat 'sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam 
menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di 
bidang pembangunan. 

Pasal 2 

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2015  tentang 
Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. 

$ 

BAB HI... 



I ' 

BAB II 

PELAKSANAAN 

Pasal 3 

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 
pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Kepala Kantor PMK Kota Sibolga, 
dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

· Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga. 0 

Ditetapkan diSibolga 
pada tanggal 30 Juli 2015 
WALIKOTA SIBOLGA, 

dto 

M.SYARFIHUTAURUK 

Diundangkan di Sibolga 
pada tanggal 3 1  Juli 2 0 1 5  

SEKRETARIS DAERAH, 

dto 

MOCHAMAD SUGENG 

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015  NOMOR 17 

ZUF' 'IA 

Pembina 
NIP. 1 9 6 1 1 1 0 9  

TAGALUNG SH 

. I (IV /b) 
9203 1 005 


